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Nur Adi Kumaladewi, S351302010,2016,PROBLEMATIKA PENDAFTARAN 
HAK TANGGUNAN (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta). Tesis, 
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran Hak 
Tanggungan jika melebihi batas waktu pendaftaran Hak Tanggungan yang telah 
ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku,  untuk menganalisis akibat hukumnya 
terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang terlambat didaftarkan di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta dan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang 
menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan terlambat didaftarkan di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi 
penelitian ini adalah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan di Kantor PPAT 
Surakarta, sedangkan sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan studi dokumentasi. 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, sedangkan 
metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Model 
analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan pertama, 
Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan jika melebihi batas waktu pendaftaran 
Hak Tanggungan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku secara 
normatif yuridis tidak diketemukan aturan yang memberikan jalan keluar terhadap 
hal yang demikian namun di dalam praktik Kantor Pertanahan Surakarta tetap 
mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut. Kedua akibat 
hukumnya terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang terlambat 
didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta menyebabkan tidak dapat segera 
diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan. Hal tersebut sangat merugikan 
kreditur karena tidak memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen. Ketiga, 
faktor-faktor yang menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
terlambat didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta berasal dari berbagai 
sebab yaitu dapat disebabkan karena peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
yang sangat penting dalam proses terbitnya hak tanggungan, faktor Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta yang dimungkinkan karena jaringan internetnya 
terputus atau secara administrasi melakukan koreksi terhadap akta pemberian hak 
tanggungan. Selain dari itu terdapat juga faktor dari para pihak yang terlambat 
mengumpulkan syarat-syarat kelengkapan untuk pengajuan pendaftaran akta 
pendaftaran hak tanggungan. 
 






Nur Adi Kumaladewi, S351302010, 2016, THE PROBLEMATIC OF THE 
REGISTRATION OF RIGHTS OF LIABILITY (Study at the Office of Land 
Affairs in Surakarta).Thesis, Notary Magister, Faculty of Law of Sebelas Maret 
University. 
This study aims to analyzes the implementation of the registration of rights 
of liability if it exceeds the deadline by the applicable regulations, to analyzes the 
legal consequences of the rights of liability granting certificate that late-registered 
in the Office of Land Affairs in Surakarta and to analyzes what factors are causing 
the rights of liability granting certificateto be late-registered at the Office of Land 
Affairs in Surakarta. 
This study is empiric and descriptive nature. The location of this study  is in 
the office of Land Affairs in Surakarta and the Office of Notary PPAT, while the 
source of the data of this study consists of a source of primary data and secondary 
data sources. Secondary data sources used include the primary, secondary and 
tertiary legal materials. Data collection technique used include interviews and 
documentation study. The data obtained in this study were analyzed qualitatively, 
while the data analysis method used is an interactive model.  Interactive analysis 
model is done in three steps of qualitative data analysis consist of data reduction, 
data presentation and verification. 
Based on the results of the study and discussion, resulting first conclusion: 
Implementation of the registration of right of liability, if it exceeds the deadline 
approved by the applicable normative juridical regulations, there is no rules 
provide a way out for such things, but in the Office of Land Affairs in Surakarta 
practice still register a rights of liability granting certification (APHT). Second, 
the legal consequences of the rights of liability granting certification (APHT) that 
late-registered in the Office of Land Affairs in Surakarta cause the issuance of 
Certificate of Responsibility be delayed. It is very detrimental to creditors because 
it does not give a position as a preferred creditor. Third, the factors that cause the 
rights of liability granting certification (APHT) that late-registered in the Office of 
Land Affairs in Surakarta derived from a variety of causes that can be caused by 
the Official Certifier of Title Deeds (PPAT) role is very important to published 
process of mortgage. The existence of factors that made possible the Land Affairs 
caused the internet network cut off or in administration to make corrections to the 
rights of liability granting certification (APHT). Beside, there is also the factor of 
the party who is late to collect the completeness requirements for the rights of 
liability granting certificationsubmission. 
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